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BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU

Ag
PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2025;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);Ne

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Nc

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun



2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

©. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
f tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur



Menetapkan

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014
Nomor 7);

17.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6 };6

18.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Sf



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pelalawan.

L

Bupati adalah Bupati Pelalawan.2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan.

3.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pelalawan.

4,

Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten
Pelalawan.

5.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati.

7.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

9.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan dan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.



G

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
16. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir

RKA SKPD; dan
a. pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan rencana

APBD.
Bagian Ketiga

Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
a. mewujudkan program pembangunan Daerah yang

sinergis, selaras, seimbang dan berkesinambungan,
sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang
tertuang dalam RPJMD; dan

b. sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan
melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang lingkup RKPD meliputi evaluasi hasil pelaksanaan
RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas
dan sasaran pembangunan, serta indikasi rencana program
dan kegiatan prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pasal 5
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 6
Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
terdiri dari :

a. BABI pendahuluan;
b. BABII gambaran umum kondisi daerah;
c. BABII kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah;
d. BABIV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. BABV_ rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
dan

f.

g. BAB VII penutup.



A

oD

Pasal 7
(1) Uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD Tahun
Anggaran 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
pada Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal17 Juli,2024

GRBUPATI PELALAWAN,&
¥

A

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 14



1.1.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib
menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPUMD untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai
kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1, RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan

penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang ditetapkan dalam Rencana RPUMD kedalam program dan
kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

4. RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian
kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian
yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen RKPD, sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD
yang berkualitas dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017, antara lain:

penelaahan RPJMD Tahun 2021-2026;

2. review capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya;



BAB VII
PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2025 adalah dalam
rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Tahun 2025, yang diawali
dengan penyusunan KUA-PPAS.

Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun
2025 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan
program/kegiatan pembangunan tahun 2025 dan menjadi landasan dalam
penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Pelalawan Tahun
Anggaran 2025. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku
kepentingan pembangunan di Kabupaten Pelalawan guna meningkatakan
kesejateraan masyarakat.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih
(clean government), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama
aparaturnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk
memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Komitmen
seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan
mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana
tertuang dalam RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2025 ini sangat diperlukan.
Sehingga pelaksanaan pembangunan mampu mendukung tercapainya Visi
RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026.

—Burati PELAIAWAN,

4 ZUKRI


